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Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Leasing

Menurut Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia apabila terjadi wanprestasi maka cara penyelesaiannya adalah
diutamakan dengan menjual barang Jaminan Fidusia melalui pelelangan. Namun
demikian Undang-undang tersebut memberikan jalan keluar yang lain apabila dengan
cara lelang barang tidak mencapai harga tertinggi yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (1)
huruf c, yaitu dengan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan
kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia, dan hal ini dalam pelaksanaannya
dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi
dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan
sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Dalam
kenyataannya perusahaan leasing seringkali menjual di luar lelang dengan mengabaikan
persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia. Cara
seperti itu jelas melanggar Undang-undang, dan bila dipersoalkan jelas menjadi masalah
hukum. Dalam hal ini perusahaan leasing berada dipihak yang lemah. Pemilik barang
juga tidak terlindungi dan pembeli barangpun dapat terkena dampaknya bila ada gugatan
mengenai barang Jaminan Fidusia. Penjualan barang Jaminan Fidusia secara lelang
kurang diminati dikarenakan perusahaan leasing tidak mau berurusan dengan pemerintah
karena prosesnya bisa menjadi lama dan perusahaan leasing akan terkena Bea Lelang.
Apabila perusahaan leasing memilih cara penjualan secara langsung tanpa lelang, hal itu
akan menimbulkan masalah hukum karena prakteknya tidak sesuai dengan Undang-
undang yang berlaku. Untuk itu diperlukan inisiatif antara Kantor Lelang dengan
perusahaan leasing untuk memecahkan masalah tersebut.
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According to Article 29 paragraph (1) letter b of Law Number 42 of 1999 regarding
Fiduciary Security, in case of default, the settlement will be by giving the priority of
selling such Fiduciary Security goods through the auction. However, such law gives
another way out if the goods are not reach the highest price sold by auction as contained
in Articles 29 paragraph (1) letter c, namely through the private sale conducted based on
the agreement between the Fiduciary Provider and Recipient. It is implemented after the
lapse of 1 (one) months as of the written notice of the Fiduciary Provider and Recipient to
the interested parties and announced in at least 2 (two) newspaper circulated in the
relevant religion. Realistically, the leasing company often sold the goods not through the
auction by neglecting the terms and conditions already arranged in Law on Fiduciary
Security. Such method infringes the Law and becomes, if mattered, a law problem. In this
case, the leasing company is in the weak side. The goods owner is not protected and the
goods buyer can be subjected to the impact in case of no suit on such Fiduciary Security
goods. The sale of the Fiduciary Security goods through the auction is not interesting
because the leasing company does not want to have any deal with the government
because of prolonged process and the leasing company will be subjected to Auction
Charge. If the leasing company chooses the direct sale without auction, it will cause of
law problem because it is not in accordance with the prevailing law. To that end, it is
necessary to for the Auction Office and the leasing company to have the initiative to
solve such problem.
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